
PENDAHULUAN

1. Latarbelakang

Pemberlakukan UU No.14 tahun 2008 Dalam implementasinya ini memerlukan
instrument/lembaga untuk memenuhi kebutuhan pelayanan informasi sebagaimana yang
diamanahkan oleh Undang-undang yaitu penunjukanPejabat Pengelola Informasi danDokumentasi
(PPID). Untuk itu Pemerintah Aceh telah menindaklanjuti dengan surat Keputusan Gubernur Nomor :
480/590/2010, selanjutnya telah direvisi dengan nomor : 335/2012 tentang Penetapan PPID di
Lingkungan Pemerintah Aceh, yang secara ex-officio PPID Utamanya dijabat oleh Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi Informasi danTelematika Aceh, dan Pelaksana Hariannya dijabat Oleh
Kepala UPTD Seuramoe Informasi Aceh.
Gubernur Aceh nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
dilingkungan pemerintah Aceh serta Keputusan nomor 065/904/2013 tentang SOP PPID dilingkungan
Pemerintah Aceh, merupakan regulasi yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan informasi di
lingkungan Pemerintah Aceh.
Terkait hal diatas surat edaran Kementrian Dalam Negeri Nomor188.2/7266/Si tanggal 03 Oktober
2013 tentang percepatan pembentukan PPID diseluruh provinsi dan kabupaten kota. Kemudian Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 356/8429/SJ tanggal 25 November 2013 tentang Panduan
Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Aksi-PPK)
Pemerintah Daerah yang semula 7 (tujuh) rencana aksi menjadi 8 (delapan) rencana aksi, yauitu
seperti tercantum dalam Edaran surat nomor 700/3057/V/Bangda, tanggal 03 April 2014, yaitu terkait
dengan Pembentukan dan Penguatan Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Utama dan Pembantu.
Sekretariat PPID Aceh saat ini berada di UPTD Seuramoe Informasi, Jalan STA. Mahmudsyah nomor 14
Banda Aceh. Hal tersebut akan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi baik langsung
maupun secara online, melalui situs resmi Pemerintah Aceh khusunya terkait informasi pasal 9,10,11
UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi.
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Dengan sistem pelayanan informasi yang optimal maka pada evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi
Informasi Pusat RI, tahun 2013, Aceh menerima Anugerah Keterbukaan Informasi sebagai peringkat III
Terbaik Nasional Tingkat Provinsi yang diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono yang diterima oleh
Ketua Pelaksana Harian PPID Aceh, Ir. Sanasi, MM, tanggal 12 Desember 2013 di Istana Wapres
Jakarta, tahun 2014 PPID Aceh ditetapkan sebagai peringkat II terbaik nasional, Penyerahan Award
dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Gubernur Aceh Zaini Abdullah, tanggal 12 Desember 2014
di Istana Wapres Jakarta.
Pada tanggal 12 Desember 2015, Aceh kembali menerima anugerah keterbukaan Informasi publik sebagai
peringkat I terbaik Nasional. Penyerahan award langsung dilakukan oleh Presiden RI Joko Widodo di Istana
Presiden.
Setelah tiga tahun berturut-turut mendapat peringkat tiga besar tentu saja Pemerintah Aceh mempunyai
tanggungjawab yang sangat besar, oleh karena itu PPID Aceh terus berupaya membenahi diri dalam
memberikan pelayanan informasi bagi masyarakat yang mudah, sederhana, cepat, tepat dan dengan biaya
murah.
Prestasi tersebut membuktikan bahwa Pemerintah Aceh dan Jajarannya telah memperlihatkan kerja keras
dan keseriusannya untuk membangun komitmen yang sangat tinggi dalam rangka implimentasi UU 14
tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga dalam waktu hanya enam tahun Pemerintah
Aceh telah mampu membangun pelayanan informasi publik dilingkungan jajarannya dan pemerintah
kabupaten/kota dengan sangat menggembirakan. Tidak hanya itu pemerintah aceh juga punya
komitmen, sebagai Salah satu Tim dalam Pelaksanaan Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi sesuai
sebagaimana diatur Inpres Nomor .................PPID juga ikut bertanggung jawab terhadap transparansi
Pengelolaan Anggaran. PPID mempunyai tugas untuk mempublikasi seluruh pengelolaan angaran melalui
Situs Resmi Pemerintah Aceh, dengan demikian transparansi pengelolaan anggaran akan menjadi salah satu
cara efektif bagi pemerintah Aceh untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam
pengelolaan keuangan daerah. Disamping itu masyarakat juga dapat memantau kinerja pemerintah dalam
pengelolaan Anggaran. Kedepan diharapkan dengan pengelolaan anggaran yang transparan maka akan
mengurangi tingkat korupsi yang sangat tinggi di Aceh.
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2.     Tujuan
Laporan Kinerja ini disusun dengantujuan :
1. Untuk memenuhi amanah UU 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Perki No.

1 Tahun 2010 tentang Standar layananan Informasi,
2. Untuk mengetahui sejauh manapelaksanaan percepatan pembentukan dan penguatan

kelembagaan PPID yang telah dilakukan olehPemerintah Aceh terkait implimentasi UU 14
Tahun 2008 ttg KIP .

3. Sebagai hasil kinerja terkait pelaksanaan Pelayanan Informasi di Sekretariat PPID Utama yang
bersumber dari DPA Tahun 2014 Dinas Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Telematika
Aceh, selama tahun anggaran berjalan.

4. Laporan ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi bagi keterbukaan informasi publik
dilingkungan Pemerintah Aceh dan kabupaten/kota oleh pihak-pihak yang membutuhkan
kajian tentang implimentasi UU 14 Tahun 2008 ttg KIP.

5. Merupakan salah satu tupoksi dari Dinas Perhubungan Komunikasi informasi danTelematika
Aceh, yaitu melaksanakan diseminasi informasi dan penyebarluasan informasi kepada
masyarakat melalui optimalisasi peran media Media Center Daerah yang ada di UPTD
Seuramoe Informasi Aceh.
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3. Hambatan Dan Kendala
Keberhasilan PPID Aceh yang telah diraih, tentu saja tidaklah mudah, masih banyak kendala dan
hambatan yang dihadapi dalam mewujudkan keterbukaan informasi di unit-unit kerja masing-masing
SKPA,seperti:
- Kurangnya anggaran untuk pelayanan informasi publik
- Belum semua SKPA menyediakan Desk layanan informasi.
- Belum tertata-nya DokumenDIP di sebahagian SKPA sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal

(9,10,11) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Belum semua SKPA menetapkan Tim Pengelola Pelayanan Informasi publik.
- Sarana dan prasarana IT yang belum memadai.
- Serta kurangnya SDM yang punya kompetensi di bidang pelayanan informasi publik.

Beberapa permasalahan diatas dikhawatirkan banyaknya muncul pengajuan sengketa informasi
publikoleh berbagai elemen masyarakat kepada Pemerintah Aceh dan jajarannya melalui Komisi
Informasi Aceh.Oleh karena itu Pemerintah Aceh melalui PPID Utama terus berupaya memperkuat
layanan informasi di Badan Publik, dengan melakukan pembinaan dan koordinasi dengan PPID
Pembantu. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas SDM PPID terus dilakukan, baik dilingkungan SKPA
maupun Pemerintah kabupaten/kota, seperti :
- Melaksanakan Bimtek peningkatan kapasitas bagi pengelola PPID baik di tingkat SKPA maupun

Pemerintah kabupaten/kota.
- Melaksanakan Bimtek Reporta sebagi pengelola PPID dan Media Center kabupaten /kota.
- Melaksanakan Focus Group Discuss (FGD) antara pengambil kebijakan dan para stakeholders di daerah.
- Malaksanakan Forum Pemberdayaan PPID se-Aceh secara reguler 3 bulanan berdasarkan kesepakatan

forum di masing-masing daerah.
- Melaksanakan Rakornis dilingkungan SKPA dan kabupaten /Kota
- Membuat film tutorial pelayanan informasi publik
- Mengembangkan aplikasi data base PPID berbasis website dilingkungan SKPA sehingga permohonan

informasi dapat dilakukan secara online.
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Kesimpulan Dan Saran
1. Kesimpulan

Implimentasi UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat dikatakan telah berjalan
dengan baik dilingkungan Pemerintah Aceh, walaupun masih memerlukan penyempurnaan.
Pemerintah Aceh melalui PPID Utama telah berkoordinasi dengan berbagai unsur terkait dalam rangka
persiapan pelayanan dan penguatan kelembagaan bidang keterbukaan Informasi publik.
PPID Utama juga telah berupaya maksimal dalam malakukan peningkatan kapasitas SDM dalam
Pelayanan Informasi di lingkungan SKPA dan Kabupaten/kota.

2. Saran
PPID Pembantu hendaknya terus berupaya untuk membenahi pusat layananan informasi, seperti
penganggaran penataan dokumen publik pada dinas/badan/kantor masing-masing.Sehingga
masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait pelaksanaan kegiatan pembangunan
sesuai amanah UU 14 tahun 2008 tentang KIP.
PID Pembantudan PPID Kabupaten/kota hendaknya dapat segera men-implimentasikan UU 14 Tahun
2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi di lingkungan
SKPA khusunya,Pemerintah kabupaten/kota pada umumnya.
Pemerintah Aceh beserta jajarannya hendaknya lebih komitmen dan konsekuen dalam implementasi
Undang-Undang 14 tahun 2008 sebagai salah satu upaya reformasi birokrasi dan pemberantasan
korupsi di Aceh
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DASAR HUKUM

- UUD 1945 Pasal 28 huruf, (F), “Setiap orang berhak utk berkomunikasi

dan memperoleh informasi utk mengembangkan pribadi dan
lingkungan sosia, serta berhak
mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan informasi dgn menggunakan segala jenis saluran yg
tersedia”.

- UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 pasal 13 tentang penunjukan PPID di
badan Publik, Pasal 9, 10, 11 tentang kewajiban badan publik utk
menyediakan informasi

- PP 61 tentang pelaksanaan UU 14/2008, pasal 12, ayat 1, Pejabat
PPID dapat ditunjuk adalah badan Publik yang berkedudukan di pusat
dan di daerah merupakan pejabat yang membidangi informasi publik.

- Perki No. 1 Tahun 2010 tentang Standar layanan Informasi
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- Permendagri No. 35 tahun 2010 tentang Manlak PPID
- Pergub No. 39 Tahun 2012 Manlak PPID dilingkungan

Pemerintah Aceh
• Keputusan Gubernur No. 335 Thn 2012 tentang Penetapan PPID
• Keputusan PPID No. 065/904/2013 tentang SOP PPID

dilingkungan Pemerintah Aceh
• Surat Kemendagri No. 188.2/7266/SJ/2013, tentang percepatan

Pembentukan dan Penguatan kelembagaan PPID Provinsi dan
Kab/kota.

• Surat Kemendagri No.700/3057/V/bangda/2014
Tgl 3 April 2014 tentang pelaksanaan RAD-PPK yg semula 7
recana aksi menjadi 8 rencana aksi yaitu peran dan tugas Pokok
PPID Utama dan Pembantu
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Kewajiban Badan Publik
• Menyiapkan Regulasi bidang

Pelayanan, Pergub/Perbub/Perwal.

• Mengeluarkan Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang
Organisasi dan PPID

• Mengeluarkan Keputusan Badan Publik tentang Daftar 
Informasi Publik, yg tersedia setiap saat, berkala, serta 
merta, dan dikecualikan.

• Menyiapkan Tata cara/ mekanisme pelayanan (SOP)

• Menyiapkan Desk Layanan, sar-pras, serta pengganggaran

• Melakukan Pengembangan Pelayanan Informasi melalui TI
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Tugas  dan Wewenang PPID Utama
- Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpulan DIP dari 

PPID Pembantu.
- Melakukan Inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk dilakukan 

uji konsekwensi oleh Tim Pertimbangan(atasan PPID) dan PPID 
Pembantu

- Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen
satuan kerja dilingkungan Pemerintah Aceh

- Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangan dan mendelegasikan pemenuhan 
permintaan informasi kepada PPID Pembantu. (sesuai perki
NO.1/2010)

- Melakukan Pembinaan dan Koordinasi dengan PPID Kab/Kota.
- Membuat laporan pelayanan informasi kepada atasan PPID, KIA, dan 

Komisi Informasi Pusat, Kemendagri dan Kominfo RI
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Tugas  dan Wewenang PPID Pembantu
­ Menetapkan Tim Pengelola Informasi yg dibantu oleh tenaga 

fungsional ; Adm, arsiparis,Pustakawan pranata humas dan 
pranata komputer (klu ada)klu tdk berdayakan pns yg ada

­ Mengkoordinasikan dan mengkonsilidasikan pengumpul bahan 
informasi dan dokumentasi (DIP) dari  Unit Kerja.

­ Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi 
pelayanan informasi kepada publik

­ Melakukan verifikasi bahan informasi publik.
­ melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk 

disampaikan kepada  PPID.
­ Berkewenangan memberikan pelayanan informasi sesuai 

ketentuan dan perundang-undangan yang diketahui/disetujui  
oleh kepala SKPA/Unit Kerja.

­ Membuat dan mengirim laporan ke PPID Utama dan KIA , 
Komisi Informasi Pusat/triwulan / semesteran/tahun.
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Prosedur Permohonan Informasi di PPID Aceh
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1. Pemohon informasi mengisi  formulir permintaan Informasi di pusat pelayanan informasi 

2. Pemohon Informasi menyerahkan lembar permohonan informasi kepada petugas dengan 
melampirkan foto copy KTP.

3. Petugas Pelayanan Informasi menyerahkan tanda bukti permintaan Informasi kepada 
Pemohon Informasi

4. Petugas Pelayanan memeriksa informasi serta memberitahukan kapan Pemohon 
mendapatkan informasi yang diminta.

5. Permohonan Informasi yang tersedia dipusat layanan informasi akan diferivikasi oleh 
petugas selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Informasi, dengan menyerahkan tanda 
bukti penerimaan informasi.

6. Jika informasi tidak tersedia di Pusat layanan, maka akan dirujuk ke Dinas teknis terkait 
atau PPID Pembantu di SKPA.

7. PPID Pembantu dapat menjawab secara langsung kepada Pemohon Informasi atau 
berkoordinasi dengan PPID Utama.

8. Selanjutnya jika informasi dari PPID Pembantu sudah tersedia maka PPID Utama 
menyerahkan Informasi tersebut kepada Pemohon dengan menyerahkan tanda bukti 
penerimaan informasi.



• Prinsip cepat,tepat waktu dan biaya ringan.

• Mengajukan permintaan tertulis/tidak tertulis

• Jawaban dari Badan Publik (paling lambat 10 hari
+ 7 hari kerja)

SKEMA TATA CARA PEROLEHAN INFORMASI 

PERMINTAAN PENCATATAN TANDA BUKTI JAWABAN

PENOLAKAN:

- Alasan

- Rujukan Lain

PENERIMAAN:

- Alat/media

- Biaya

PENUNDAAAN:

(7 hari) 

- Alasan Tertulis

10 hari
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ALUR PERMOHONAN INFORMASI
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Prosedur Pengajuan Keberatan Informasi 
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Sarana dan prasarana PLI di PPID Aceh

• Pusat Layanan Informasi dan Sekretariat PPID Aceh 
berada di UPTD Seuramoe Informasi Dishubkomintel 
Aceh Jl. STA. Mahmudsyah No. 14 Banda Aceh –
0651-33615

• Fasilitas Media Center berbasis internet Gratis untuk 
Publik

• Fasilitas Website, Aplikasi Data 
base, “ppid.acehprov.go.id” “acehprov.go.id” Portal 
“seuramoe.acehprov.go.id”, portal info pubik.org 
(kominfo RI yg dpt link ke UPK4) dan Tabloid 
Seuramoe Informasi.
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SKEMA APLIKASI DATA BASE  PPID ACEH

PPID SKPA

PEMOHON 
INFORMASI

PPID SKPAPPID SKPA

PPID UTAMA

SERVER PPID

Koordinasi
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Screenshoot Aplikasi PPID Aceh

beralamat di www.ppid.acehprov.go.id yaitu :
Halaman Depan

http://www.ppid.acehprov.go.id/


REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN PERCEPATAN 
PEMBENTUKAN PPID TAHUN 2015

17

No. Register Nama Paket Pengadaan Pagu(RP)
Nilai kontrak/Kegiatan 

(Rp)
Sisa Pagu(Rp)

Lokasi Kegiatan 

(Prov, Kab/Kota)
Nama PPTK

Metode 

Pengadaan
Rekanan/Pelaksana

Tgl  Pelaksanaann Realisasi (%)
Status

Mulai Akhir

Peb Desember

Fis Keu Fis Keu B H K M

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 0310.A.29
Sosialisasi dan Advokasi Penguatan Kelembagaan 
PPID  ( 6 Kab./Kota)

J 163.450.000 157.250.000 6.200.000 KAB./KOTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe April Juni 96,2% 96.2% √

2 0311.A.29 Biaya Insentid Petugas Piket PPID ( 2 org x 240 hari ) J 47.400.000 49.000.000 -1.600.000 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 08 April 2015 04 Des 2015 100% 100% √

3 0312.A.29 Paket Meeting Forum PPID Kab/Kota J 47.200.000 42.060.000 5.140.000 KAB./KOTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 31 Maret 2015 25 Nov 2015 100% 89,1% √

4 0314.A.29 Rakornis Penguatan Kelembagaan PPID se Aceh J 98.725.000 87.675.000 11.050.000 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA PT. HOTELINDO MURNI 26.27 Nov 2015 26.27 Nov 2015 100% 100% √

5 0315.A.29 Workshop Literasi Aplikasi Data Base Kab./Kota J 100.330.000 98.830.000 1.500.000 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

PT. TRI BANGUN PERKASA

21.23 Okt 15 21.23 Okt 15 100% 100% √

6 0316.A.29 Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID Kab./Kota J 76.225.000 73.425.000 2.800.000 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

PT. TRI BANGUN PERKASA

19.21 Okt 15 19.21 Okt 15 100% 100% √

7 0317.A.29
Bimtek Peningkatan Kapasitas PPID di Lingkungan 
Pemerintah

J 66.250.000 66.250.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

PT. TRI BANGUN PERKASA

29.30 April 2015 29.30 April 2015 100% 100% √

8 0318.A.29 Biaya Cetak Alur Informasi PPID J 10.000.000 10.000.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA
Cv. Koetaradja Netwook

November Desember 100% 100% √

9 0319.A.29 Biaya Cetak Brosur/Buku/Leaflet PPID J 50.000.000 50.000.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA Cv. Lhee Sago 02/06/2015 27/06/2015 100% 100% √

10 0320.A.29 Pemeliharaan website www.seuramoe.acehprov.id J 5.000.000 5.000.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

Cv. Koetaradja Netwook

Januari Desember 100% 100% √

11 0322.A.29 Biaya cetak kelender seuramoe Informasi Aceh ( SIA) J 30.000.000 30.000.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

Cv. Tiga Satu Intertaimen

November Desember 100% 100% √

12 0323.A.29
Biaya cetak buku Panduan dan film Tutotial 
Pelayanan Informasi PPID Aceh

J 10.000.000 10.000.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA

Cv. Koetaradja Netwook

November November 100% 100% √

13 0324.A.29
Perjalanan Dinas dalam Daerah Dalam Rangka 
Sosialisasi Advokasi Penguatan Kelembagaan PPID 7 
Kab./Kota

J 81.340.000 73.786.336 7.553.664 KAB./KOTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 24 Maret 2015 07 Des 2015 100% 78,3% √

14 0325.A.29
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Forum 
Pemberdayaan PPID

J 34.560.000 34.560.000 0 KAB./KOTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 31 Maret 2015 25 Nov 2015 100% 52% √

15 0326.A.29
Perajalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi 
Pengembangan Kelembagaan PPID Aceh

J 52.140.000 52.000.000 140.000 JAKARTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 14 s/d 16 Des 2015 14 s/d 16 Des 2015 99,7% 99,7% √

16 0327.A.29
Perjalanan Dinas Dalam Rangka Forum 
Pemberdayaan PPID di Jakarta

J 17.620.000 17.620.000 0 JAKARTA Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 14 s/d 16 Des 2015 14 s/d 16 Des 2015 34,5% 35% √

17 0328.A.29 Biaya Insentif Operator Aplikasi Data Base PPID Aceh J 21.600.000 21.600.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe 10 Des 2015 10 Des 2015 100% 100%

18 0330.A.34 Biaya Cetak Laporan kegiatan PPID J 4.480.000 4.480.000 0 ACEH Dr. Rahmawati,M.Si SWA Seuramoe Desember Desember 100% 100% √

Total Jumlah

916.320.000 883.536.336 32.783.664



Kondisi PPID Pembantu SKPA tahun 2015









KONDISI PPID KABUPATEN KOTA TAHUN 2015
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REKAPITULASI JADWAL KEGIATAN SOSIALISASI DAN ADVOKASI PPID KAB./KOTA 
KABUPATEN/KOTA TAHUN 2015

24

NO KABUPATEN/KOTA KOORDINATOR ANGGOTA PANITIA DAERAH JADWAL PAGU

1 Kabupaten Aceh Jaya Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Eky Masrijal

4.  Dharwandra

Dishubkominfo 29 Maret s/d 1 April  

2015

RP.26.150.000,-

2 Kabupaten Aceh Barat Daya Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Syamsuarni

4.  Eky Masrijal

Dishubkominfo 14 s/d 16 April  2015 RP.26.150.000,-

3 Kabupaten Simeulue Yusran,  M, Si 1.  Asriani

2.  Rosma

3. Ainul ridha

4. Eky Masrijal

Dishubkominfo 10 s/d 15 Mei 2015 RP.26.150.000,-

4 Kabupaten  Aceh Tengah Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Safrina

3. Cut Irwanida,SE

4.  Eky Masrijal

Dishubkominfo 26 s/d 28 Mei 2015 RP.26.150.000,-

6 Kota Sabang Dr. Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Harfni Zahara

3.  Fahmi 

4.  Eky Masrijal

Dishubkominfo 26 s/d 28 Agustus  2015 RP.26.150.000,-

6 Kabupaten Bireun Dr. Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Cut Asmaul Husna

4.  Adam Tri Wibowo

Dishubkominfo 6 s/d 8 Desember   

2015

RP.26.150.000,-



REKAPITULASI JADWAL KEGIATAN FORUM PENGUATAN 
KELEMBAGAAN PPID ( 6 KAB./KOTA) TAHUN 2015
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NO KABUPATEN/KOTA KOORDINATOR ANGGOTA PANITIA DAERAH JADWAL PAGU

1 Kabupaten Aceh Jaya Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Eky Masrijal

4.  Dharwandra

Dishubkominfo 30 s/d 31 Maret  2015 Rp.11.800.000,-

2 Kabupaten Aceh Utara Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Syamsuarni

4.  Eky Masrijal

5.  Dharwandra

Dishubkominfo 07 Juni  s/d 09 Juni  2015 Rp.11.800.000,-

3 Kota Langsa Dr. Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Eky Masrijal

4.  Rahmad

5.  Amri

Dishubkominfo 07 s.d 09 September  2015 Rp.11.800.000,-

4 Kabupaten Aceh besar Dr. Ir. Sanasi 1.  Asriani

2.  Marhamah

3.  Syamsuarni

4.  Eky Masrijal

5.  Dharwandra

Dishubkominfo 25 November  2015 Rp.11.800.000,-



Rekapitulasi Permohonan dan Keberatan Informasi di PPID Aceh Tahun 2015
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Januari 1 0

Februari 2 0

Maret 2 0

April 19 0

Mei 35 2

Juni 1 1

Juli 1 0

Agustus 44 1

September 2 1

Oktober 11 1

November 12 0

Desember 7 2



Daftar Jumlah Permohonan Informasi Tahun 2015





Daftar Jumlah Pengajuan Keberatan Informasi Tahun 2015



Rekapitulasi Pengajuan Sengketa Informasi Tahun 2015















RENCANA KEGIATAN 
TAHUN 2016

1. RAKORNIS SKPA

2. PELUNCURAN APLIKASI PPID

3. WORKSHOP LITERASI  APLIKASI DATABASE PPID  KABUPATEN KOTA

4. PENDAMPINGAN/ASSESMANT UTK PENGUATAN KELEMBAGAAN PPID 
PEMBANTU SKPA

5. BIMTEK PENNIGKATAN KAPASITAS BAGI PPID SKPA

6. BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS BAGI PPID KAB/KOTA

7. BIMTEK REPORTASE BAGI PENGELOLA MC DAERAH DAN PPID 
KAB/KOTA

8. SOSIALISASI DAN ADVOKASI PENGUATAN PPID KAB/KOTA

9. RAKORNIS  BAGI PPID SE-ACEH

10. FORUM PPID SE-ACEH SECARA REGULER/ TRI WULAN

11. EVALUASI YANG DILAKUKAN OLEH KIA
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ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERINGKAT TERBAIK II
TAHUN 2014

ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERINGKAT TERBAIK III
TAHUN 2013



ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK PERINGKAT TERBAIK I 
TAHUN 2015



BIMTEK PPID
DILINGKUNGAN PEMERINTAH ACEH

BANDA ACEH, 29 s/d30 APRIL 2015



KEGIATAN BIMTEK PENINGKATAN KAPASITAS PPID KABUPATEN/KOTA SE- ACEH 
TANGGAL  19 S/D 21 OKTOBER 2015 DI GRAND NANGGROE

ACEH BESAR



KEGIATAN BIMTEK WORKSHOP LITERASI APLIKASI DATA BASE KAB./ KOTA
TANGGAL  21 S/D 23 OKTOBER 2015 DI GRAND NANGGROE

ACEH BESAR



RAKORNIS KABUPATEN/KOTA
BANDA ACEH, 26 s/d 27 November 2015



SOSIALISASI ADVOKASI  PPID KAB/KOTA 2015

Aceh Barat Daya

Simeulu



Kota Sabang

Aceh Tengah



Aceh Jaya

Bireuen 



FORUM PEMBERDAYAAN PPID KABUPATEN/KOTA 2015
Aceh Jaya

Aceh Utara



Kota Langsa

Aceh Besar


